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Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Isu hukum kian berkembang seiring dengan kegiatan manusia yang sangat dinamis. Jurnal Hukum [US QUIA IUSTUM
memasuki edisi kedua tahun 2024 dengan sajian artikel yang aktual dan kontekstual. Pada Volume 31 Nomor 2 Mei 2024 ini
diawali dengan kajian dari Sigit Riyanto yang membahas mengenai “Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi AICHR dalam upaya perlindungan HAM akan memberikan kontribusi signifikan bagi
pemajuan dan perlindungan HAM, serta penguatan ASEAN sebagai organisasi regional yang kredibel. Bergeser ke bahasan
selanjutnya, mengenai “Tinjauan Magashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan”, Muhammad
Habibi Miftakhul Marwa membahas mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi permasalahan global. Hal ini
menghambat seseorang dalam mendapatkan dan mengembangkan hak dasar manusia, sehingga lebih banyak
mendatangkan mudarat dibandingkan maslahat. Selain itu, ada Yulia Kumniaty, Rusli Muhammad, dan Aroma Elmina Martha yang
mengangkat isu “Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Mereka
mengkaji kemanfaatan hukum perlunya merancang pedoman sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi agar terwujud jaminan
penegakkan hukum bagi setiap orang yang melanggar aturan utamanya melakukan kekerasan seksual.

Selanjutnya, penelitian dari Upita Anggunsuri dan Zahara dengan judul “Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)’ yang menyimpulkan bahwa
terdapat tantangan dalam menjaga independensi OJK pasca diterbitkannya undang-undang tersebut. Beralih ke isu mengenai
meaningful participation, kali ini penelitian dengan judul “MeaningfulParticipation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule
of Law State” yang dilakukan oleh Fahmi Ramadhan Firdaus, Ratih Listyana Chandra, dan Christo Sumurung Tua Sagala
menguraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020 yang dinilai sebagai keputusan penting dalam memperkuat
kedaulatan rakyat dengan mendorong partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Gunawan A. Tauda juga mengangkat isu mengenai “Kekuatan Mengikat Pertimbangan
Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)". Hasil
penelitian menunjukkan berdasarkan implementasi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, pertimbangan hukum (legal reasoning), baik
yang bersifat ratio decidendi maupun obiter dicta, memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan.
Selain beberapa kajian di atas, terdapat beberapa kajian atau pembahasan menarik lainnya. Serikat buruh dan gerakan masyarakat
sipil dengan tegas menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan ketidakpastian kerja, utamanya dalam isu
mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dan alih daya. Tulisan berjudul “Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi
Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja” oleh Nabiyla Risfa lzzati ini menyimpulkan
bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ketidakpastian hukum bagi tenaga kerja. Artikel lain yang tak kalah menarik terkait
perkembangan putusan MK dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden yang ditulis oleh Ning Ayunda
Chofifi dan Eny Kusdarini ini menggambarkan bahwa adanya dissenting opinion yang disajikan oleh hakim MK menjadi bukti masih
adanya suara-suara kritis yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan demokrasi.

Dua artikel lain yang perlu untuk dibaca oleh penikmat pembaca Jurnal lus yakni Anomali perlindungan kebebasan beragama dan
berkeyakinan di Mahkamah Agung oleh Despam Heryansyah dan Sahid Hadi, dengan penelitiannya yang mengidentifikasi sejumlah
persoalan struktural, substansial, dan teknis dalam implementasi judicial review di Mahkamah Agung. Artikel terakhir terkait salah
satu dampak perkembangan teknologi yang pesat yakni kasus cyberbullying, Khofidhotur Rovida dan Sasmini menjelaskan
bahwa penggunaan hukum pidana semata dalam penindakan cyberllying tidak efektif dan perlu untuk memanfaatkan Artificial
Intelligence (Al).

Akhir kata, kami berharap agar edisi kedua di tahun 2024 ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang luas di masa
mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis artikel yang telah
menyelesaikan proses penyuntingan dengan baik, serta kepada Mitra Bestari yang telah dengan cermat dan amat baik
menelaah dan memberikan catatan untuk penerbitan edisi ini.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Redaksi



